
 

BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR  69  TAHUN 2017 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 69 TAHUN 2012  

TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 
49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka 

dianggap perlu untuk mencabut Peraturan Bupati Banjar 
Nomor 69 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Banjar;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar; 

   

Mengingat                
     

:
              

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

4. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
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5. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012  

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

155); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); 

11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita 

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 46) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 
36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banjar 
Tahun 2017 Nomor 36); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

BUPATI BANJAR NOMOR 69 TAHUN 2012 TENTANG LAYANAN 
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN 
BANJAR. 

 
Pasal I 

 

1. Ketentuan Peraturan Bupati Banjar Nomor 69 Tahun 2012 tentang Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Banjar dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 
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2. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banjar 
Nomor 188.45/201/KUM/2017 tentang Penunjukan Pengolah Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2017 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 
 

Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal 1 Nopember 2017                      

 BUPATI BANJAR, 

 
Ttd  

 
                                                                         H. KHALILURRAHMAN 

Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 1 Nopember 2017                       

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 
 

Ttd 

 
 H. NASRUN SYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 69 
 


